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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2000
TENTANG .
TENDIRIAN RERUSAHAAN JAWATAN

| RADIO REFUBLIK INDONESIA
| - * :
: { ¢

* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, .

bahwa dalam upaya mcningkatkan daya saing di bidang pelayanan
Jasa penyiaran kepada masyarakal pada era globalisasi, dipandang

perlu mengalihkan  bentuk  satuan kerja

tnstansi  Pemierintah

menjadi bgdan usaha pelayanan yang sccara mandiri dan ofonom

mengclola manajemen Instansinya; .

bahwa Radio. chubhk Indoncsia scbagai salah satu unil pelaksana
teknis I’cmenntah di bidang jasa penyiaran, sejalan dengan lingkat
perkembangan  dan kemajuan pelayanan yang dicapai, perlu
memiliki landasan kerja guna meningkatkan dan menjamin mutu
pelayanan jasa penyiavannya; '

bahwa guna kclhncm‘ﬁn dan lcrian innya pelaksanaan p(;;1gclolaan
Radio *l(*puhhkl ]ndoncsm sccma‘ckonomls di satu pihak dan
dlpmolchnya manfaal yang scbesar- -besarnya bagi rakyat, bangsa
dan negara di lain p;hak maka’ perlu mengalihkan status Rac{o
Republik lndoncs'm menjadi suatu badan usaha pelayanan, yang

mcnnl:kl kcwcnangan otonomi yang lehih Juas;

bahwa !untuk maksudgglerscbul pcﬂu mcnetapkan ketentuan

lentang Fendirian Pc:usahaan Jawatan (FERJAN) Radio Republik

Indonesia dengan Pcmlman Pemerintah,
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Pasal 5 ayat (2) dan Fasal 33 Und;mg-Undang 1945;

Indonesische Bedrijvenwel (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir
dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan

Lembalan Negala Nomor 850); .

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang  Penetapan
l"cmlumn Pemcrintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
]969 (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-
bentuk Usaha Negara menjadi Undang-- undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 19G9 Nomor 40, Tambahan Len1ba1an
Negara Nowmor 2‘)04)

Undang—Undang Nomor 24 Tahun 1997 teﬁlang Fenyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72

H

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3881),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan

Jawatan . (I‘FRMN) (Lcmbman Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomm 12 ‘1nmhahan Lembaran Negara N(_)mor 3928),

H I
i !

MEMUTUSKAN -
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN

JAWAT/\N RADIO REPUBLIK INDONESIA.

!
:
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BAB | |
~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pe%aturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : ~

Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Jawatan Radio Repubiik
Indoncsia  yang bidang usahanya menyelenggarakan kegiatan
penyiaran  radio, dimana scluruh modalnya dimiliki oleh

Pemerintah berupa kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan

(R e
ot

tidak terbagi atas saham-saham scbagaimana diatur dalam _

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000, yang selanjutnya
disingkat PERJAN.,

Menteri Keuangan adalah Menter; yang bertanggung jawab dalam
pembinaan PERJAN.

Direksi adalah Direksi FERJAN yang bertanggung jawab atas
kepengurusan PERJIAN, serta mewakil PERJAN baik di dalam

maupun di luar pengadilan,

Dewan Pengawas adalah Dewan Fengawas PERJAN yang bertugas
‘ | .

, | - . ’ . .
melaku‘kan pengawasan dan memlbcrlkan nasthat kepada Direks;

dalam r{tenjalani’(an kegiala:1 kepen&umsan PERJAN.

Pembinéan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi
PERJAN dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
denga:ﬂ maksud agar PERJAN' dapat melaksanakan tugas dan
fungsin)ﬁfa secar{n berdaya guna dan berhasil guna serta dapat

berkem Eang dengan baik.

L
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Pengawasan adalah scluruh proses kegiatan penilaian terhadap
PERJAN dengan tujuan agar PERJAN melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. | |

Femeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PERJAN dengan cara
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan
yang sehmusnya dilakukan dalam bidang keuangan dan atau

dalam bs(l.mg [ckms operasional,

Pengclolaan adalah kegiatan pcrencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian  FERJAN, sesuaj

dengan kebijakan pengembangan usaha yang dltetapkan oleh

Menteri Keuangan.

Penyiaran Radio adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalyj
sarana pemancaran dan atau sarana \ransmisi d darat, di laut atau
di anlariksa dengan menggunakan gelombang elektromagneltik,

kabel, serat optik, dan atau lainnya untuk dapat diterima oleh

masyarakat dengan pesawat penerima siaran radio dengan atau

tanpa alal bantu.

Siarah adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara
yang dipancarkan atau dilransmisikan  melalui gelombang
efekiromagnelik baik lcresterial Maupun satelit, kabel, serat optik

atau media lainnya yang dapal (11lc11111a oleh khalayak dengan
|
pesawat‘pcncnmfl smlian radio de.ng:an atautanpa alat bantu.

{ . i i
I i 1
| : ; |
\ 1 ! . ;

11, Siaran ...
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11. Siaran  iklan ‘adalah  mata  acara yang memperkenalkan,
memasyarakatkan dan/ atau mempromosikan barang, jasa, gagasan
atau (:fita~cila fdengan atau tanpa imbalan kepada lembaga

penyiatan yang 'bcrsangkutan.

BAD 11
PENDIRIAN PERUSI\HAANJAVVATAN

Pasal 2

Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha penyiaran

radio, dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan Jawatan

Radio Republik Indonesia.

BAB iIl
ANGGARAN DASAR PERUSAHAANJAWATAN

Bagian Pertama

Umym

Pasal 3

(1) PERJAN sebagaimana dimaksud dalam P'asal 2 adalah Badan Usaha
Milik  Negara yang diberi lugas dan  wewenang untuk

menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa penyiaran publik dalam

bidang penyiaran radio,

| (2) PERJAN ...
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2) PERJAN  mengelola kegiatannya bexdasarkan ketentuan
sebagalmana d:alux dalam Peratul‘an Pemerintah ini dan peraturan

pelunfang unqlahgén yang berlaku

(3 Dcngan tidak mengurang: ketcntuan dalam Peraturan Pemerintah
ini, terhadap PERIAN berlaku Hukum Indones:a

! Bagian Kedua

Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

FPasal 4

PERJAN berkedudukan dan berkantor pusal di Jakarta,

Pasal 5

PLRIAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

| Baglan Ketiga
Mnksud Tujuan dan Kegiatan

Fasal 6

Maksud dan (ujuan PERJAN adalah mcnyelen'ggarakan kegiatan
penyiaran radio sesuai dengan prinsip-prinsip radio publik yang
independen, nectral, mandiri dan program siarannya senantiasa

bc:oucntasn kepada kcpcntmgan masyaxakat scrta tldak semata-mata

mencatri keuntungan.

Pasal 7 ...
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{ Fasal 7
| |

1
i

Untuk mcriicapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 6,
P'ERJAN menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa ' penyiaran publik
dalam bidang informasi, péndidikan dan hiburan serta usaha-usaha

terkait lainnya yang dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi.

e
PRET N RN 2

Bagian Keempat

Sumber Penerimaan dan Pengembangan Usaha

Pasal 8

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai

maksud’ dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, PERJAN dapat

menerima :

a. bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan
S ! ; : .

dan Belanja Nega:ra bérupa uang al%upun barang;

b.  hasil jasa pcnyiaxjan ikllan;

C. hasil kerjasama dengan lembaga 1an yang mempunyai keterkaitan

fungsi; |

d. hasil usaim-usaha lain yang sah.

Pasa[ 9
Dalam rangka ;Jé:1gel11ban3an usaha, PERJAN dapat :

a. menerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
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menerima plmaman dari bank, lembaga kcuangan lain dan atau

pinjaman dari luar negeri  berdasarkan usulan PERJAN atas

perselmuan Menteri Keuangan;
\

|

bekez]a sama dengan lembaga lain yang mempunyal kctc:kaxtan B
fungsi. ‘ N e

Bagian Kelima

Kekayaan

Pasal 10

Kekayaan PERJAN merupakan .kekayaan- ‘Negara yang tidak
dipisahkan yang dikelola oleh PLRJAN dan dimanfaatkan

sepenuhnya untuk membiayai kegiatan opemsxonal PER]AN

Modal PERJAN tidak terbagl atas saham saham,

Bc‘:amya modal PERIAN pada s .aJ[al Peraturan Pemerintah inj
d:undangkan adalah sebesar  seluruh kekayaan Negara yang
terlanam pada Radio Republik Indonesia sebagai unit pelaksana

teknis, berdasm'kan pcnelapan Menteri Keuangan.

Pengdhhan atau pchahnan dengan pihak ketiga yang menyangkut
kekayaan PLRJAN yang mengakibatkan pengahhan,- harus

mendapal petsctu_|ua*n Menleri Keuangan,

Bagian Keenam ...
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Bagian Keenam

Pembinaan

Pasal 11

Pembinaan kcu:angan dan pc:mbinaaﬁ teknis PERJAN dllakukan

olch Menteri Kéuangan.

Pembinaan PLRJAN scbagaimana  dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.

Kebijakan pengembangan usaha FERJAN sebagaimana dimaksud
dalam ayai (2) menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan
usaha, sumber pembiayaan, penggunaan  hasil usaha  serig

kebijakan pengembangan lainnya.

Fembinaan scbagaimana dimaksud dalam ayat. (1) dilakukan
dengan memberikan pcdoman dan atau petunjuk pelaksanaan bagi
Direksi dan Dewan Pengawas  untuk menjalankan  kegiatan

operasional pelayanan.

Pedoman  schagaimana, dimaksud dalam ayat (4) disusun.

berdasarkan  kebijakan pengembangan  PERJAN sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).

|
Dalam f[rangka mc!i'«iksanakan - pembinaan PERJAN, Menteri
Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta keterangan dari Direks;

dan Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh ...
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Bagian Ketujuh
Direksi

Pasal 12

(1) Kepengurusan PLRJAN dilakukangleh Direksi,

(2) L]umlah

Yang dapat diangkat menjadi anggof

anggota Direksi paling sedikit 3 (liga) orang dan paling

banyak 5 (lima) orang seria scorang diantaranya diangkat menjadi

Direktur Uama;

|
?

Pasal 13

yang :

a.

b.

(1)

memenuhi  kriteria keahlian,

a Direksi adalah o'rang perorangan

integritas, kepemimpinan,

pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untyk

-mengembangkan usaha guna kemandirian PERJAN;

mampu  melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah

dinyatakan pailil atau menjadi anggota Direksi atay Komisaris atau

Dewan Pengawas yang dinyalakan bersalah menyebabkan suaty

perusahaan dinyalakan pailit;

berkewarganegaraan Indonesia,

[ . | Pasal 14 - ‘

! . }
| |

Anggota | Direksi| diangkat dan _diberhentikan oleh Menteri

Keuangan.
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Anggota Direksi dapal diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat diangkal kembalj untuk 1 (satu) kali masa ﬁba{an
berikutnya.

Anggota Direksi  dapat diberhentikan sebelum habis masa

Jabatannya apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi :

a. tidak melaksanakan tugas dengaﬁ baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini,
c. lcrlibat dalams tind:akan yang mci'ugikan PERJAN;
R

‘ ; l |
d. dipic!ana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan

pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan

dengan pcngtfrusan PERJAN.

Kepulusan pemberhentian karena alasan sébagaimana dimaksud
dalam a}at (3) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ diambil setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan ' membela diri.

Pembelaan diri scbagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan
sccara fertulis dalam jangka wakiy 1 (satu) bulan terhitung sejak
anggota Dircksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis

tentang rencana pemberhentian tersebut.

Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5) masih dalam proses maka anggota Direksi yang bersangkutan

dapat melanjutkan lugasnya.

Jika dalam wakiu 2 (dua) bulan lerhitung sejak tanggal
pcnyampz;ian pembelaan diri schagaimana dimaksud dalam ayat
(53)  Menteri Keuangan  tidak memberikan  keputusan
pembcrhentian  anggota  Direksi tersebut, maka rencana

pemberhentian tersebut batal.
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(8) Femberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

() Kedudukan  sebagai anggola  Direksi  berakhir dengan

dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

Fasal 15

Anggola-anggota Dircksi dilarang memangku jabatan rangkap :

1. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau

Jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan PLRJAN,;
Z. )jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga

Femerinlah Pusat atau Daeraly |
!
3. jabatan lainnya scsuai dengan kc!Lnluan peraturan perundang-

undange{n yang bfcrlaku.

Pasal 16

Dircksi mempunyai tugas dan wewenang untuk :

2. memimpin dan mengeldla PERJAN scsuai dengan tujuan PERJAN
dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna. dan hasil

guna;
b.  menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PERJAN;

c. mewakili PERJAN di dalam dan dj luar Pengadilan;

d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus
PERJAN  scbagaimana yang tclah digariskan oleh Menteri
Keuangaﬁ; :

|
H
I
|
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menetapkan kebijakan operasional I'ERJAN,;

menyiapkan Rencana Jangka TPanjang serta Rencana Kerja dan
/\nggm‘ian PERJAN;

! 'f
mengadakan serfa - memelihara  pembukuan  dan administrasi

PER}AN scsuai dengan kelaziman yang berlaku bagi PERJAN;

menetapkan struktur organisast can tata kerja PERJAN lengkap

dengan rincian tugasnya setelah disctujui oleh Dewan Fengawas;

mengangkat dan memberhentikan pegawai-PERJAN sesuai dengan

peraturan perundang- -undangan yang berlaku;

menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
pegawai PLRJAN;

menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud

dalam DPasal 16 -

a. Direktur Umntna dapal bertindak hlas nama Direksi berdasarkan

pcnctu;udn ;ia:a an&gola Dnck5| lainnya,

b. para Direktur berhak dan betwcnang bertindak atas nama

D|:ck5| mnsmg masing uniuk bxdnng yang menjadi tugas dan

' chdnangnya

Apabila saiah sa!u alau beberapa anggota Direksi berhalangan
tetap memalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang
dan penggantinya belum memangku ;abatan kekosongan jabatan

tersebut chpangku olch anggola Dircksi lainnya yang ditunjuk

semenlara olch Déwan Pengawas,
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(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak
terjadinya kemdaan schagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri

Keuangan dapat menunjuk anggola Direksi yang baru untuk

memangku jabatan yang terluang scbagaimana dimaksud dalam
ayat (2),

(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan letap menjalankan
peker_ia.iemnya atdu jabatan Dircksi terluang scluruhnya dan belum
| | :

diangkat, maka scmentara wakly pengelolaan PERJAN dijalankan

oleh Dewan Pengawas.

(5) Dalam  menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢ Direkst dapat melaksanakan

sendir alau menycrahkan kuasa tersebut kepada :
. seorang alau beberapa orang anggola Direksi, atau

b. scorang atau beberapa orang pegawai PERJAN, baik sendiri

maupun bersama-sama,

c. orang lain alau badan lain yang khusus ditunjuk untuk hal

tersebut.

Pasal 18

Besar dan  jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuaj dengan

pcraturan pcrundang-Jundangan yang berlaku.
| 1

/\n'ggota Direksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf

Pasal 19

a tidak berwegnang mefwakili PLRJAN apabila :

a. terjadi picrkara di depan pengadilan  antara PERJAN dengan
anggota Dircksi yang bersangkulan;
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!
b. anggota Dnck'ﬂ yang bersangkutan mcmpunyal kepentingan yang

bcnlen!angan dengan kepentingan I'CRJAN.

Pasal 20

Dalam melaksanakan !ugaﬁ Direksi wajib mencurahkan perhatian dan

pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajlban dan pencapaian
tujuan PERJAN,

Pasal 21

(1) Rapat Dircksi diselchggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam ]

(satu) minggu.

(2) Dalam vapat scbagaimana dmmksud dalam ayat (1) dibicarakan

hal -hal yang hcnl‘luhungan dengan kcv,mlan PERJAN sesuai dengan

tugas, Lowenang'hl, dan kewanbann;ya
|

(3) Keputusan rapat Dircksi dmmhll atas dasar musyawarah untuk

mufakal.

(4) Dalam hal tidak ‘{e:capm kata mufaka! maka kcputhsan diambil
| |

bc:dasal](an suara terbanyak.

(5) Untuk sctiap mpal dibuat risalah rapat.

Pasal 22

(1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf f, sekurang-kurangnya memuat :

a. evaiuasi ...



(2)

(1)

(2)
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a. evaluasi pclaksanaan Reucana Jangka Panjang sebelumnya;

b. posisi 'ERJAN saat M,

C. asumsi-asumsi  yang dipakai dalam penyusunan Rencana

jang?ka Panjang;

d. penetapan sasaran, stratcgi, kebijakan dan program kerja

Rencana  Jangka Fanjang beserta kelerkaitan antara unsur-

unsur lerscbut.

Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama
dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan

paling lambal 60 (cnam puluh) hari sebelum Rencana Jangka

Fanjang berlaku secara efektif. .

Pengesahan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Jangka Panjang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

|
|

| Pasal 23
Rencana Ketja dan b:1ggaran PERJAN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 hftrufIlsekurang-ku{'angnya memuat :

a. Rencana Kena; |

b. Rencana Anggaran,

C. Proyefksi Keua%gan;

d. ha1~h;I lain ya?ng memerlukan pengesahan Menteri Keuangan.

Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sébagaimana dimaksud
dalam ayal (1) diajukan kepada Menteri Keuangan, paling lambal
60 (enam puluh) hari sebelum tahun angzgaran dimulai, untuk

memperolch pengesahan.
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(3) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) disahkan oleh Mcnter; Keuangan paling lambat 30

(higa puluh) llari setelah tahun anggaran berjalan,

(4) Dalam hal chcana Kerja dan Anggaran PFRJAN belum disahkan
oleh Menteri Keuangan sebagaimana dunaksud dalam ayat (3),
maka Rencana Kerja dan Angzaran PLRJAN tersebut dianggap sah
untuk dllaksanakan sepanjang lelah memenuhi ketentuan lata cara

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.

(5) Bentuk, isi dan téta cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggman

FERJAN | sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri Keuangan

Bagian Kedelapan

Dewan Pengawas

Pasal 24

Jumlah anggota Dewan Pengawas discsuaikan dengan kebutuhan

PLRIAN paling banyak 5 (lima) orang dan seorang diantaranya

diangkat menjadi Kclua Dewan Fengawas.

Fasal 25

perorangan yang,

Yang dapaq dlangkat sebagal Dcwatn Pengawas adalah orang

| t z
o |
| = 1

a. memiliki ..
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a. memi]iki dcdlkam memahanu  masalah- masalah manajeimen

I’ERJAN dan dapal menyediakan  waktu yang cukup untuk

melaksanakan lugasnya dan

‘ I

b. mampu melaksianakan perbualan hukuri dan tidak pernah
dinyalakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau

Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perusahaan dinyatakan pailit,

c. Warga Negara Indonesia. : !

Fasal 26

Dcwan Pengawas PLRJAN terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen
Kcuangan jdan depmlcmen/lnstansi lain  yang kegiatannya

berhubungan dengan PERJAN, scrta tenaga ahli yaﬁg sesual dengan
kegiatan usaha PERJAN.

Pasal 27

(1) Anggola Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan olch

Menteri Keuangan.

(Z) Anggola Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama

dengan anggota Dircksi dan dapal diangkat kembah untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya.

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan

waktunya dengan pengangkatan anggola Direksi.

Pasal 28 ...
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Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas dapat dlbcnhenhkan sebelum habis

masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan

Pengawas :

=3}

tidak mclaksanakan lugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau

ketenluan peraturan penclirian FERJAN;,
C. lerhibat dalam tindakan yang mcrugikan FERJAN, atau

d. dipidana penjara karena dipcrsalahkan melakukan perbualan
pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan

tugasnya melaksanakan pengawasan calam PERJAN.

Keputusan pcmbcrhcnlian scbagaimana dimaksud dalam ayal (1)

huruf a, huruf b dan hu1ufc dllctaﬁl\an setelah yang bersangkutan

diberi k sempala}l mcenbela diri. !
1 |
I’cmbc]aan diri scbngmmmm dnndksud dalam ayat (2) dilakukan

sccara tc:luhs dalam langka wakiu I(satu) bulan terhitung scjak
anggota Dewan !cngawas yang bersangkutan diberi tahu secara

tertulis blch Mcnten Keuangan lentang rencana pemberhenlian

!czscbul' |
| !

Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) masih dalam proscs maka anggota Dewan Pengawas yang

bersangkutan dapal melanjutnya tugasnya.

(5) Jika dalam jangka waklu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal

penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)  Menter: Keuangan  tidak  memberikan keputusan

pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana

pemberhentian tersebut menjadi batal.




(G)

(1)
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Femberhentian Karena alasan schagaimana dimaksud dalam ayat

(n hurufd mcrupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

l\edudukan scbagal angzota Dcwan Pengawas berakhir dengan

dlkclumkannya kepulusan pemberhentian olch Menteri Keuangan.

Pasal 29

Dewan Fengawas bertugas untuk

a. meldksanakan pengawasan terhadap pengurusan PERJAN yang
dilakukan oleh Drrcksi,

b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan

pengurusan PERJAN.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

termasuk pengawasan terhadap pclak‘;anaan

A. Rencana Jangka Panjang dan chcana Kcrja'dan Anggaran
PERJAN,;

f |
b. kelentuan-kclc;:nlu:l;n dalam Peraturan Pemerintah int;
: N

c. ketentuan perqturai perundang-undangan yang berlaku.

|

; ; Pasal 30
|

Dcwan Pengawas ddlam melakukan tugasnya berkcwaJlban

1

a. memberikan p;cndapnt dan saran kepada Menteri Keuangan
mengenai rencana kerja dan angzaran PERJAN yang diusulkan
oleh Diccksi;

b. mengikuti ...
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b. mengikuti perkembangan kegiatan FLRJAN, memberikan

pendapat dan saran kepada Mcnteri Keuangan mengenai

masalah yang dianggap penlmg bagi pengurusan FERJAN;

C. melaporkan dengan segera képada Menteri Keuangan, apabila

terjadi gejala menurunnya kinerja F'ERJAN;

\
Co ’1
pengurusan f Rj/\%\l |
: ; ; F
(2) Dewan Fen aWﬂ$ meln orkan elaksanaan tugasnya sebazaimana
s b4

d. membecrikan ‘nasihal kepada Dircksi dalam melaksanakan

dimaksud dalam ayal (1) kepada Menteri Keuangan secara berkala

dan sewaktu waklu apabila diperlukan.

l |
i i
!
|

Pasal 37

Dalam  pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Fengawas

mcempunyal wewenang sebagai berikut -

a. melihat buku-buku, sural-sural scrta dokumen-dokumen lainnya,

memeriksa kas untuk keperluan  verifikasi  dan memeriksa
kekayaan PLRJAN, |

b %nemmta pcnjciasan dau Dircksi dan atau pejabat lainnya

mengenm scgala pexsoalan yang menyangkul pengurusan PERJAN,;

C. meminta Direksi dan atau pejabal lainnya dengan sepengetahuan

Direksi untuk menghadiri rapal Dewan Pengawas;

d. menghadiri rapat Divcksi dan memberikan pandangan- -pandangan

lerhadap hal-hal yang dibicarakan;

c. memberikan
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c.  memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam

melakukan perbuatan hukum tertentu.

f

~ Fasal 33

Untuk mendukung  kelancaran tugas ~ Dewan Pengawas, Menteri

Keuangan dapal mengangkal scorang Sckretaris atas beban PERJAN.

Fasal 34

Semua biayq yang dibcrlu:kan dalam rm%qgka pelaksanaan tugas Dewan
Fengawas dibcbankajn kebada PERJAN dan secara Jelas dimuat dalam

Rencana chiia dan A|?1ggai§'an FERJAN.

Pasal 34

!
¢
i
{
|

(1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (salu‘) bulan.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan
hal-hal yang berhubungan dengan PLRJAN sesuai dengan tugas,

kewenangan, dan kewajiban Dcwan Pengawas.

(3) Keputusan rapal Dewan Fengawas diambil atas dasar musyawarah

untuk mufakat.

(4) Dalam hal tidak lercapai kata mufakal maka keputusan diambil

berdasarkan suara lerbanyak. ,

| ;
(5) Untuk seliap rapat dibuat risalah rapat.
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Bd!gfan Kesembilan

Satuan Pengawasan hitein

Pasal 35

(1) Satuan FPengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern

keuangan dan operasional PLRJAN..

(2) Satuan Pengawasan Inlern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada
Direktur Utama.

Pasal 36

Satuan Fengawasan intern bertugas membantu Dirvektur Utama dalam
melaksanakan pemeriksaan intern kcuang:m dan operasional kegiatan
PLRJAN, scxta menilai mengenai pengendalian, pengelolaan dan
pciaksanaannya pada  PERJAN serta  memberikan saran-saran

perbaikannya.

Pasal ;%7

Atas  permintaan tcrtulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan
kelerangan hasil pemeriksaan alau hasil pelaksanaan tugas Satluan

Pengawasan Jntern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38 ...
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Pasal 38

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah
yang diperlukan alas segala sesuatu yang dikemukakan dalam sctiap

laporan hasil pcmeriks;aan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan
| ‘ ' - C
Intern. L ]

Pasal 39

Dalam pe]hksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib
menjaga kclancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam FERJAN

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kesepuluh

Sislem Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 40

Tahun Buku PERJAN adalah tahun anggaran, kecuali jika ditetapkan

lain oleh Menter; Keuangan,

lasal 41

Perhitungan tahunan dibuat sesuai  dengan  Standar Akuntansi

Keuangan yang beriaku.

Pasal 42 ..
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Pasal 42

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf %

memuat sekurang -kurangnya

a.

b,

(1

(2)

Pelhnungmi Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan

penerimaan dan blaya laporan arus kas, dan laporan perubahan

kekayaan;

laporan mengenaj pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang

telah dicapai;
kegiatan utama PERJAN sclama tahun anggaran;,

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

rencana kerja;
nama anggota Direksi dan Dewan Fengawas;

gaji dan tunjangan lain bagi anggota Djreksi dan Dcwan

Fengawas.

Pasal 43

Laporan Tahunan dxlandalangam oleh semua anggota Direksi dan
Dewan Peng}wns unluk sclmuulnya dlsamgjmkan kepada Menleri
Keuangan. ; ‘ ’ ‘

|
Dalam hal ada anggota Dircksi atau Dewan Pengawas tidak
menandatangani Laporan Tahunan sebagalmana dimaksud dalam

ayal (1), harus dlscbulkan alasannya secara tertulis.

Fasal 44 ...
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Pasal 44

(1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 42 disampaikan
oleh  Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan atau Akuntan Publik yang -ditunjuk oleh Badap

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.

(2) Laporan Tahunan yang telah diperiksa oleh Badan Pengawasan
Keuangan cfan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana
dimaksud dalam ayal ;(1), disampaikan secara tertulis oleh Direksi

kepada Menieri Keuangan, untuk dimintakan pengesahan,

Fasal 45

(1) Pengesahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
membebaskan Direksi dan Dewan Pengawas dari tanggung Jawab
terhadap segala Sesualunya yang lermuat dalam Laporan Tahunan

tersebut sesuai dengan bidang lugasnya masing-masing,.

(2) Dalam hal Laporan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut
ternyata tidak benar dan atay menyesatkan, maka anggota Direksi
dan Dewan Pengawas sccara tanggung renteng bertanggung jawab

lerhadap pihak yang dirugikan.

(3) Anggola Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung
Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) apabila terbukij

bahwa keadaan tersebul bukan karena kesalahannya,

| r
Pasa} 46 .
P ‘

' |
Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester, maupun

|

|

laporan lainnya lenlang kincrja PERJAN disampaikan kepada Menteri

Keuangan dan Dewan Pengawas.
i ‘

|
i
: Pasal 47 ...
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Pasal 47

Laporan tahunan, laporan berkala d

dimaksud dalam b

an laporan lainnya, sebagaimana

ab ini disampaikan dengan bentuk isi dan tata cara

penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan

yang berlaku.

Bagian Kescbelas —-

Kepecgawaian «

j Pasal 48 .-

I ;
(1) Fegawai PLRJAN adalah Pegawai Negeri Sipil. o+

(2) Direksi atas persclujuan Menltery Kcuangan dapat mengangkat

- pengawai  berdasarkan perjanjian kerja  sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang kelenagakerjaan.

3) Kedudukan, hak dan kewajiban pcgawai PERJAN sebag,
dimaksud dalam ayal (2) ditet

aimana

apkan sesuai dengan pcraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kechuabelas:

Penggunaan Sisa Penerimaan

Pasal 49

Sisa  penerimaan FERJAN pada akhir tahun anggaran ditetapkan

Fenggunaan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 50 ..,
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Fasal 50

(1) Anggota Dircksi dan  semua pegawai PERJAN  yang  karena
- tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi

PERJAN, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terhadap anggota Dircksi  diatur oleh Menteri Keuangan,
scdangkan tcrhadap egawai PERJAN diatur oleh Direksi scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yanhg berlaku.

|
|
Bagian Ketigabelas

Ketentuan Lain-lain

Pasal 51

Tala cara untuk lidak menagih  lagi  dan menghapuskan darj

pembukuan piulang ditctapkan olch Menleri Keuangan,

Pasal 52

Fengadaan barang dan jasa uirtuk kegiatan PERJAN yang menggunakan
dana langsung dari Anggaran Fendapatan dan Belanja Negara
dilaksanakan scsual  dengan  ketenfuan peraturan  perundang-

undangan ltentang pelaksanaan Anggzaran Pendapatan dan Belanja

Ncgara.

i
% | t .
IR .
B

Pasal 53 ...
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Pasal 53

(1) Selain Dircksi dan Dewan Fengawas PERJAN, pihak lain manapun

dilarang mencampuri pengurusan dan pengelolaaan PERJAN.

(2) Instansi Pemerintah dilarang membebanj PERJAN di luar lugas

pokok dan fungsi PERJAN.

BAB IV
KETENTUAN FERALIIAN

Pasal 54

Pada saal ‘mulai bertakunya Peraturan Pemierintah  ini, semua

ketentuan peraturain pcrundang-und

Radio Republik Indonesia seb

angan yang mengatur mengenai
agal unit pelaksana teknjs yang telah ada,
sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau diatur kembali

berdasarkan Peraturan Femerintah ini, dinyalakan tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Femerintah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,

Agar ...
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